IMPLEMENTASI PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR  100 TAHUN 2000






1.1 Latar Belakang  Masalah 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat 
dengan UU ASN) lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan 
negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki 
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat 
dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. UU ASN hadir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan 
global. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara harus berdasarkan pada 
perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan 
kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 
penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu 
ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan 
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. 
Menurut UU ASN Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Aparatur 
Sipil Negara. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: 
  
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. 
Sedangkan tugas Pegawai ASN menurut Pasal 11 adalah:  
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b.  memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan  
c mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Selanjutnya di dalam Pasal 12 dijelaskan Pegawai ASN berperan sebagai perencana, 
pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 
nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian, 
peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah juga mengalami perubahan. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang telah diganti dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah di dalam UU ASN berfungsi 
sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
  
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pada Ketentuan Penutup UU ASN dinyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini 
berlaku, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
1
. Namun pada pasal lainnya juga dinyatakan bahwa 
pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan 




Berkaitan dengan jabatan struktural PNS, UU ASN juga mengatur penyetaraan 
jabatan PNS sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN yaitu 
3
:  
a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan 
pimpinan tinggi utama;  
b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;  
c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;  
d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;  
e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan  
f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. 
Sebelum adanya UU ASN, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural. Beberapa ketentuan dalam Pasal 3, 17 dan 16 telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural. PP 100/2000 merupakan peraturan pelaksana dari UU 43/1999, tapi PP 
ini masih tetap berlaku walaupun undang-undangnya sudah berganti dengan UU Nomor 5 
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Tahun 2014 Tentang ASN, karena ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak bertentangan 
dengan UU ASN. 
Pasal 68 ayat (4) UU ASN menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat 
berpindah antar dan antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan Administrasi, dan jabatan 
fungsional di Instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan 
penilaian kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Musanef mengatakan penempatan setiap 
orang di dalam organisasi perlu didasarkan kemampuan, keahlian, latar belakang 
pengalaman serta pendidikan yang dimilikinya
4
. Jadi dalam penempatan pegawai dalam 
suatu organisasi janganlah pilih kasih atau didasarkan hubungan kekeluargaan, sukuisme/ 
primordialisme dan persahabatan. Pada hakekatnya, suatu organisasi menuntut 
penempatan yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman, dan pendidikan 
menurut kebutuhan organisasi.  
PP 100/2000 bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui peningkatan kualitas profesionalisme 
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika 
birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan 
keinginan masyarakat. Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistemik dan terukur mampu 
menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus berfungsi sebagai 
pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan 
perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, perlindungan hak asasi 
manusia dan lingkungan hidup. Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, 
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ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga menerapkan nilai-nilai impersonal, 
keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai Negeri Sipil. 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi penetapan formasi, pengadaan 
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan tunjangan 
kesejahteraan, hak dan kewajiban hukum
5
. Perpindahan atau mutasi merupakan bagian 
dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab dan kemampuan 
yang lebih besar pada pegawai.
6
 Tujuan utama dari adanya mutasi PNS adalah untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja PNS yang bersangkutan. Selain untuk 
pembinaan PNS, mutasi dapat dimungkinkan terjadi karena adanya penyerderhanaan atau 
pengembangan suatu instansi.  
Pelaksanaan Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di lingkungan instansi 
pusat ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari 
Komisi Kepegawaian Negara. Sedangkan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II 
kebawah pada Instansi pusat ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah 
mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Pusat. Pengangkatan dalam jabatan 
struktural eselon II ke bawah di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat 
Instansi Daerah Kabupaten/Kota.  Khusus untuk pengangkatan  Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota 
setelah mmendapat persetujuan dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, setelah terlebih 
dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati 
Selanjutnya dilaksanakan Pelantikan PNS yang diangkat dalam jabatan struktural, 
termasuk PNS yang menduduki jabatan struktural yang ditingkatkan eselonnya, 
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selambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil 
sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. Demikian juga  yang mengalami perubahan 
nama jabatan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan maka PNS yang bersangkutan 
dilantik dan diambil sumpahnya kembali. PP100/2000 bertujuan untuk mencapai 
efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan melalui peningkatan 
kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan 
memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat 
kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk menciptakan sosok Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali norma 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistemik dan terukur 
mampu menampilkan sosok pejabat struktural yang profesional sekaligus berfungsi 
sebagai pemersatu serta perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap 
memperhatikan perkembangan dan intensitas tuntutan keterbukaan, demokratisasi, 
perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Untuk mencapai obyektifitas dan 
keadilan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 
struktural, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga menerapkan nilai-nilai 
impersonal, keterbukaan, dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur bagi Pegawai 
Negeri Sipil melalui  pengembangan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam kaitan pengembangan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, untuk 
mendapatkan para Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya, 
tentu harus ada prosedur seleksi jabatan yang ideal, baik, dan transparan. Disamping itu 
pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan juga harus didasarkan 
pada prinsip profesionalisme yang mendasarkan pada prestasi kerja, kompetensi bidang, 
pengalaman, dan unsur-unsur objektivitas, serta tidak dilakukan secara diskriminatif 
dengan membedakan jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. 
  
Selama ini banyak dijumpai seleksi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan struktural baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, 
dilaksanakan secara tidak jelas. Hasil seleksi tidak dapat menghasilkan para pejabat 
sebagaimana yang diharapkan, mutu rendah, kurang berpengalaman, pendidikan tidak 
sesuai, tidak memiliki kompetensi dibidangnya, moralitas rendah dengan banyaknya para 
pejabat yang melakukan praktek KKN, dan lain-lain. Ketidakefektifan dalam 
pengangkatan jabatan juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti faktor politis, 
otonomi daerah, ras, almamater dan lain sebagainya. 
Dalam praktek yang sering terjadi, bukan hanya faktor obyektif (prestasi kerja, 
kecakapan, dan lain-lain) yang menjadi ukuran, tetapi adakalanya faktor subyektif yang 
lebih dominan (penilaian Kepala Daerah apakah seorang pegawai dapat dipercaya atau 
tidak, loyal atau tidak). Sehingga diperlukan peraturan yang mengatur tentang persyaratan 
jabatan struktural perangkat daerah.  
Jabatan struktural menurut PP 100/2000 adalah suatu kedudukan yang menunjukan 
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural ini erat kaitanya dengan 
Eselon, yaitu tingkatan dalam jabatan struktural yang disusun berdasarkan berat ringan, 
tanggungjawab wewenang, dan hak. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki 
jabatan struktural pada suatu instansi pemerintah memerlukan persyaratan yang harus 
dipenuhi sesuai dengan jabatan yang akan disandangnya. Semua persyaratan dalam 
jabatan struktural harus sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang dan 
peraturan pemerintah. 
Namun kenyataan yang terjadi di banyak daerah baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota berbeda dengan tujuan yang diamanatkan PP 100/2000 yaitu untuk 
membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan 
  
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 
jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, 
ras atau golongan.Pergeseran atau rotasi jabatan pimpinan-pimpinan SKPD di lingkup 
pemerintah kabupaten/kota pasca pelaksanaan Pilkada sepertinya sudah menjadi tradisi 
dan rahasia umum. Usai Kepala Daerah yang baru dilantik, tidak sedikit pejabat dan 
pimpinan SKPD di daerah yang khawatir akan di mutasi karena pada saat Pilkada tidak 
mendukung kepala daerah yang terpilih. Pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas 
Hasanuddin (Unhas) Hasrat Arief Saleh mengatakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sejatinya adalah profesi birokrat dan bukan lah jabatan politis. Sehingga PNS seharusnya 
berada pada posisi yang netral dan tidak berpihak. Akibatnya, lanjut Hasrat, pada saat 
calon yang didukungnya kalah, maka PNS-PNS ini kerap kali menjadi korban dari 
kebijakan-kebijakan dalam proses mutasi dan pergeseran-pergeseran jabatan yang 
dilakukan oleh kepala daerah yang baru. Pada masa-masa Pilkada, posisi PNS ini berada 
pada posisi yang dilematis. Tidak mendukung, salah. Mendukungpun kalau yang didukung 
kalah, maka dampaknya terhadap mereka juga ada. Hampir semua kepala daerah yang 
baru berdalih melakukan pergesaran dan rotasi itu untuk bisa memastikan semua pejabat 
satu visi dan misi dengan program yang diusungnya, padahal itu kan hanya sekedar alasan 




Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural merupakan suatu fenomena 
yang terjadi di setiap daerah pasca pemilukada, hal ini berlangsung dan menggejala tanpa 
tersentuh oleh kontrol publik. Isu money recruitment, kolusi dan nepotisme menjadi trend 
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isu yang tidak terjamah dan telah menjadi rahasia umum. Tekanan-tekanan akibat cost 
politic oleh pemenang pemilukada masih terlihat jelas. Tekanan-tekanan ini akhirnya 
sebagai pengancam netralitas dan profesionalisme PNS.  
Seharusnya dalam pengisian jabatan memperhatikan saran/pertimbangan dari Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Baperjakat dibentuk berdasarkan 
ketentuan Pasal 14 PP 100/2000. Tujuan pembentukan Baperjakat adalah untuk menjamin 
kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai 
negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah. Pembentukan Baperjakat 
ini ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tugas pokok Baperjakat adalah 
memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah. 
Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat bertugas pula 
memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan 
pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa 
seperti menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan 
perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural 
minimal eselon II. 
Sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah suatu upaya 
sistematik, terencana yang mencakup struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan 
kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. Pergantian pejabat struktural yang 
dilakukan secara profesional seharusnya mampu menjamin terciptanya kondisi obyektif 
yang dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. Hal tersebut hanya dapat 
dimungkinkan apabila penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural 
didasarkan pada tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai. 
Mutasi pejabat yang tidak dilakukan secara profesional, menyebabkan sistem pembinaan 
  
dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian 
alur karir Pegawai.  
Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, terutama setelah 
pelantikan kepala daerah yang baru terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah secara 
langsung. Demikian juga halnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada periode 2000-2005, 
Bupati Lima Puluh Kota melakukan perombakan total pejabat struktural (yang diangkat 
kepala daerah sebelumnya) mulai dari kepala dinas, kepala kantor, camat hingga kepala 
sekolah membuat organisasi pemerintah daerah tersebut seakan baru mulai berjalan dari 
titik nol kilometer. Inilah yang menjadikan mutasi tersebut menjadi luar biasa karena 
setiap pergantian pucuk pimpinan para anak buah-pun diganti pula. Akibat banyaknya 
pejabat yang dicopot jabatannya dengan alasan yang tidak jelas, dan menjadi pecundang di 
bawah kepala daerah yang baru.
8
 Hal ini menjadi daya tarik yang kuat bagi penulis untuk 
meneliti pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam 
Jabatan Struktural di Kabupaten Lima Puluh Kota. 
 
 
1.2 Rumusan masalah 
Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan beberapa 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1.2.1 Bagaimana mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Lima  Puluh  Kota? 
1.2.2 Apakah pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
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Lima  Puluh  Kota sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk :  
1.3.1 Mengetahui mekanisme pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima  
Puluh  Kota. 
1.3.2 Mengetahui pelanggaran yang terjadi dalam proses pengangkatan, pemindahan 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lima  Puluh  Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :  
1. Manfaat Teoritis 
Untuk mendalami teori-teori dan menemukan hal-hal baru mengenai mekanisme dan 
manajemen pengembangan karier pegawai, yang dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan.  
2. Manfaat Praktis 
Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Lima  Puluh  Kota 
maupun pihak lain yang berkepentingan dengan masalah ini dalam upaya melakukan 
pengembangan karier pegawai.  
 
1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual 
1.5.1 Kerangka  Teoritis 
  
Sejumlah konsep yang perlu dijelaskan sebagai landasan teoritis dalam 
pembahasan penelitian sebagai berikut :  
1. Teori Negara Hukum  
 Berdasarkan sejarah perkembangan dan pembagian Negara Hukum yang 
tumbuh dan berkembang pada dunia barat, maka Negara Hukum yang dianut 
Negara Indonesia tidaklah dalam arti formal, namun Negara hukum dalam artian 
material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State, 
Welfaarstaat) atau Negara kemakmuran. Sebagai konsekuensi Negara Indonesia 
berdasarkan atas hukum, maka Negara Indonesia telah berkomitmen untuk 




Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan hukum 
pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala aktifitas 
organ-organ negara, pemerintah, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Dengan 
demikian, Negara melalui pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah 
untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat memerlukan adanya suatu sistem 
pengendalian masyarakat, salah satunya berupa hukum. 
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 Melalui sistem hukum yang didukung oleh kaidah dan sanksi akan secara 
sengaja dan sadar perilaku manusia diatur maupun diarahkan untuk menciptakan 
suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Kekuasaan Hukum seperti itu 
tumbuh karena pada hakikatnya hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang berisi 
petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku sebagai pencerminan dari kehendak 
manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan.  
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 Menyimak uraian diatas, pemerintah itu dibina dan diarahkan. Hal ini 
meletakkan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan 
pemerintah itu harus ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. 
Dengan kata lain, badan-badan pemerintah daerah selaku penguasa dapat diketahui 
memiliki kewenangan atau tidak melalui peraturan perundang-undangan yang 
melandasi kewenangannya. Apabila tindakan pemerintah kurang sempurna atau 
tidak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan menyebabkan tindakan 
yang dilakukan tidak sah, baik bersifat sewenang-wenang maupun bertentangan 
dengan hukum yang berlaku, karena Negara Republik Indonesia juga berdasarkan 
atas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  
2. Teori Birokrasi 
 Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara 
ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam 
organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol, Taylor dan Weber selama bertahun-
tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas 
administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak 
birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan 
karakteristik struktural. 
Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan 
dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber 
menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk 
merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. 
Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi 
pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang 
  
rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus 
tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. 
Ketiga, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota 
organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu 
mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna 
menyelesaikan tugas-tugas organisasi. 
Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang 
mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 
mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, 
dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan 
tugasnya demi perusahaan. 
Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab 
memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang 
berbeda.  Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif 
untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan 
tugasnya-tugasnya. 
Keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di 
antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. 
Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan 
organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini 
menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam 
perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu. 
Ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota 
organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja 
  
harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja 
yang mereka lakukan. 
Kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan 
pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. 
Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan 
pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. 
3. Teori Kewenangan 
 Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam 
kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh 
Undang-Undang atau dari kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan adalah 
kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 
sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan 
wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Didalam kewenangan 
terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan 
sesuatu tindak hukum publik.
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 Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Budiman B.Sagala memberikan 
perbedaan antara “kekuasaan” dan “wewenang”. Kekuasaan (power) dikatakan 
merupakan suatu kemampuan atau kekuatan seseorang/segolongan untuk 
mempengaruhi pihak lain dan wewenang (authority) adalah kekuasaan yang 
mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat. 
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 Pada sistem pemerintahan, jabatan kenegaraan wajib dipertanggung-jawabkan 
dengan pembagian kekuasaan Negara dalam bentuk lembaga-lembaga negara. 
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Untuk menentukan batas dan tanggungjawab masing-masing lembaga, sesuai 
dengan prinsip dan hakekat pembagian kekuasaan yaitu : 
1. Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan  
2. Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawab untuk setiap 
penerima kekuasaan  
3. Kesediaan untuk melaksanakan tanggungjawab harus secara inklusif sudah 
diterima pada saat menerima kekuasaan  
4. Tiap kekuasaan ditentukan batasnya dengan teori kewenangan.  
 Teori dan konsep kewenangan, selalu digunakan dalam konsep hukum publik. 
Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga 
komponen yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen 
pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan 
prilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus 
ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen komformitas hukum mengandung adanya 
standar wewenang, yaitu standar umum (Semua jenis wewenang), dan standar 
khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitan dengan wewenang sesuai 
konteks penelitian ini, standard wewenang yang dimaksud adalah wewenang 
pemerintah kabupaten dibidang kepegawaian terkait dengan Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.  
Menurut UU ASN pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, kalau di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati. 
 
1.5.2 Kerangka Konseptual 
  
 Menurut kamus umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata pegawai 
berarti: “orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan dan sebagainya).” 
Sedangkan “negeri” berarti “negara” atau “pemerintah.” Jadi pegawai negeri adalah 
orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
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 Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku pengertian pegawai 
negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan 
suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang 
bersangkutan.  
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS menurut UU ASN adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap 
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 
nasional. 
Di dalam KUHP, pengertian pegawai negeri ini dijelaskan dalam pasal 92 yang 
berbunyi: (1) sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas 
aturan-aturan umum, juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota 
badan pembentukan undang-undang, Badan Pemerintah atau Badan perwakilan 
Rakyat yang dibentuk pemerintah atau atas nama pemerintah, juga Dewan Daerah 
serta semua Kepala Rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang 
menjalankan kekuasaan yang sah ; (2) yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga 
ahli pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang yang menjalankan 
peradilan administrasi, serta anggota dan ketua peradilan Agama; dan (3) semua 
anggota Angkatan Perang juga termasuk pegawai (pejabat).  
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Yang dimaksud dengan “jabatan” ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang 
diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).
15
Dalam 
UUASN dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni 
pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 UU ASN 
yaitu Pegawai ASN terdiri    PNS; dan b.    PPPK.” Selain itu, UU ASN pasal (1) juga 
menggolongkan jenis-jenis pejabat, diantaranya adalah pejabat administrasi, pejabat 
pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat Pembina kepegawaian. Untuk 
jabatan administrasi, UU ASN memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan 
administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana (Pasal 14 UU ASN). Dalam 
Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai 
ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat 
pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai 
ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat 
pemerintahan atau pejabat publik. 
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Setiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan 
dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara. Bilamana dalam hukum 
negara dikatakan “jabatan”, maka yang senantiasa dimaksud ialah jabatan negara. 
Jabatan itu bermacam-macam seperti: pimpinan instansi adalah Menteri, Jaksa agung, 
Sekretaris negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris militer, sekretaris presiden, sekretaris 
wakil presiden, kepala kepolisian negara, pimpinan lembaga pemerintah non 
departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, Bupati, dan 
Bupati/Walikota. Oleh karena jabatan itu suatu pendukung hak dan kewajiban, yaitu 
suatu subjek hukum (person), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan 
perbuatan hukum (rechtstandelingen). Perbuatan hukum itu diatur oleh baik hukum 




Pada dasarnya Jabatan Stuktural adalah jabatan karier artinya jenjang jabatan 
yang diperuntukan akan diarahkan pada jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi. 
Oleh karena itu, Jabatan Struktural sangat diperlukan kematangan psikologis, 
disamping kemampuan pribadi masing-masing. Suradji menyatakan ”jabatan 
struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 
negara
17
. Kedudukan tersebut bertingkat dari terendah eselon IV.b sampai dengan 
tingkat tertinggi Eselon I.a”.  
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN membagi jabatan menjadi tiga bagian 
yaitu: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Pada 
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:  
                                                          
16
E. Utrecht./Moh Saleh Djindang,SH, Hukum Administrasi Negara, PT. Ichtiar Baru,Jakarta : 1985, hlm. 145. 
17
Suradji, , Manajemen Kepegawaian Negara Modul endidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan  III, 
Lembaga dministrasi Negara Republik Indonesia, 2009.Jakarta 
  
a.jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan 
pimpinan tinggi utama;  
b.jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;  
c.jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;  
d.jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator.
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Mengenai pangkat dan jabatan PNS juga diatur dalam UU ASN. PNS diangkat 
dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS 
dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara 
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan 
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan 
tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan 
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.PNS dapat berpindah antar dan antara 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi 
Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. 
PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pangkat atau jabatan PNS yang 
diangkat dalam jabatan tertentu disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di 




Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.Pengembangan karier PNS 
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi PNS 
meliputi : 
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a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 
teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;  
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural 
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan  
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki 
wawasan kebangsaan.  
Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, 
bangsa dan negara. Sedangkan moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai 
etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.
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Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 
kompetensi. Pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, 
dan penataran. Pengembangan kompetensiharus dievaluasi oleh Pejabat yang 
Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan 
pengembangan karier.Dalam mengembangkan kompetensi setiap Instansi Pemerintah 
wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam 
rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.Dalam mengembangkan 
kompetensi PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain 
di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya 
dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan 
melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
21
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Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan 
tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi 
secara nasional.Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus 
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. 
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Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi 
kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai 
kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, 
dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk 
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi Pejabat Administrasi dan 
Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah 
mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.Tim penilai 
kinerja PNS dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
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Berkaitan dengan kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000 
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dinyatakan bahwa pola pembinaan 
karier Pegawai Negeri Sipil menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, 
pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi dan masa jabatan seorang 
pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan 
pensiun. PP ini memuat ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural.
24
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Merujuk kepada penyetaraan jabatan menurut UU ASN, maka di level 
Pemerintah Kabupaten pengelompokan jabatan yang ada yaitu :  
a. jabatan tinggi pratama (Esselon II) seperti Sekretaris Daerah, Assisten Setda, 
Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Staf Ahli Bupati. 
b. jabatan administrator (Esselon III) seperti Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, 
Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan. 
 
1.6 Metode Penelitian  
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian  
  Mengingat penelitian ini berhubungan dengan Implementasi Peraturan 
perundang-undangan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris adalah penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer tentang pelaksanaaan 
perundang-undangan hukum positif dan perundang-undangan non hukum administrasi 
negara yang memuat ketentuan hukum kepegawaian dan yang berupa rancangan 
perundang-undangan hukum kepegawaian yang baru.
25
 Maka metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
2. Teknik Sampling (Populasi, Sampel dan Jenis Sampel) 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitiuntuk dipelajari dan 
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Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan 
dengan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural  sehingga peneliti mendapatkan 
gambaran yang jelas tentang masalah yang diangkat pada penelitian ini. Populasi 
dalam penelitian ini seluruh pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten  Lima  Puluh  
Kota   
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi 
dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian atau wakil populasi yang diteliti
27
. 
Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat 
mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan 
teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar. Sampel dalam penelitian ini 
pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 
c. Jenis Sampel  
Pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode Non 
Probability Sampling dengan jenis Purpose Sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel didasarkan atas tujuan tertentu, artinya orang yang dipilih betul-betul memiliki 
kriteria sebagai sampel sehingga dipilihlah sampel tersebut. Agar tercapainya tujuan 
peneliatian maka sampel yang digunakan adalah pejabat eselon III di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011 sampai dengan 2015. 
3. Alat  Pengumpulan  Data 
Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari 3 sumber yaitu  : 
a. Sumber hukum primer 
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Sumber hukum primer yakni sumber hukum yang dapat berdiri sendiri meskipun 
tidak ada sumber hukum yang lain. Sumber hukum primer dalam penelitian ini 
adalah  : 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 
1999 Nomor 3890). 
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan 
Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5494). 
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292 dan 
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5601). 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran 
Negara RI Tahun 2000 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4018), dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33 dan Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4194). 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74 
dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135). 
  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana 
Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 
b. Sumber hukum sekunder.  
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:  
1. Hasil karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan 
masalah-masalah pengangkatan PNS, pemberhentian dan pemindahan PNS 
dalam/dari jabatan struktural di Kabupaten Lima  Puluh  Kota  
2. Buku-buku mengenai kepegawaian. 
3. Jurnal-jurnal ilmiah tentang hukum kepegawaian. 
c. Sumber Hukum Tertier 
Sumber Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum tertier 
yang digunakan antara lain:  
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia  
2. Kamus hukum 
3. Berbagai buletin, brosur-brosur, company profile dan sebagainya.  
Langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan 
telaah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen yang diteliti 
berkaitan dengan permasalahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 
dalam jabatan struktural. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah 
data sekunder yakni data yang sudah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup 
  
dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku 
yang relevan dengan penelitian.
28
 
Disamping itu juga dilakukan studi lapangan melalui serangkaian wawancara di Badan 
Kepegawaian Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota. Wawancara dilakukan setelah 
melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit, yang berkaitan dengan 
pendapat para sarjana mengenai hukum Administrasi, literatur-literatur yang berkaitan 
dan dokumen yang bersifat Publik untuk selanjutnya memperoleh data sebanyak-
banyaknya mengenai sumber maupun bahan informasi, yang relevan dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini. 
Untuk memperoleh data sebanyak mungkin, penelitian ini dilakukan dengan cara 
dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peraturan-peraturan dan perundang-
undangan sesuai dengan penelitian ini. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum 
yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
29
 
4. Pengolahan  dan  Analisis Data Kualitatif 
Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan 
sehingga siap dipakai untuk dianalisis
30
 dalam penelitian ini setelah data yang 
diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data 
tersebut. Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat 
memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum 
yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah 
didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,
31
 
yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan dilapangan 
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denga bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian 
ditarik kesimpulan nyang dijabarkan dalam penulisan deskriptif. 
Untuk menyimpulkan hasil penelitian dan untuk mencapai hasil yang obyektif maka 
data disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisis secara kualitatif. Penyusunan data 
bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi data 
bertujuan untuk memisahkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
research) dan penelitian pustaka (library research). Data yang terkumpul dianalisis 
dengan menghubungkannya dengan teori-teori yang dibangun. 
Pengolahan data dilakukan dengan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan  
penelitian  atau  penafsiran secara  logis terhadap  data-data  yang  ada  tanpa  bantuan  
rumusan  data  statistic karena  tidak  berupa  angka tetapi  dengan  membandingkan 
dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  pendapat ahli  dan  pendapat 
sendiri. 
 
 
 
 
 
 
